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TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah

sebagail wujud dan pengelolaan keuangan Desa dilaksanalan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarmya

kemakmuran masvarakat desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah

Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun
Anggaran 2025 yang disusun sesual dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan  lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah
Tahun Anggaran 2025,

Undang-Undang MNomor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah tingkat [l Batang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah




Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr
(Lembaran Negara Republik Indbnesia Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27571 |
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir demgan Undang-Undang Nonor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234 ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Propirrsi Jawa TimuriTengahlBnrat dan
Daerah lstimewa Yograkarta ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 7976 tentang




10.

11.

12.

13.

14.

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Nbgara Republik Indbnesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana lelah, diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019, Nomeor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2119, Nomor 6322},
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023, Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
26 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor 186},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis PenSrusunan Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 2091) ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara




15.

16.

17.

18.

19,

21.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana
telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 temtang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peratural Menteri Dalam Negernn Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan
Produk Hulkum daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana teiah ciiubah ciengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 157) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nornor 611});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 6355);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk
Operasional atas Pokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor [000};
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolann Dana Desa (Berita Negara Rep:rblik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051};



22,

23,

24,

25.

27.

28,

29,

30.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pedoman Pembenan Bantuan Keuangan
kepada Pernerintah Desa Berita Daerah Provinsi. Jawa
Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. §,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal {Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Sen
E No 13};

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 38};

Peraturan Bupati kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap, Trrnjangan dan Penerimaan Lain Yang
sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Benta Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
{Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomaor 13);




31,

32.

33.

34.

39.

36.

37.

38.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27).

Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Peraturan Desa Karangtengah Nomaor 1 Tahun 2017 tentang
Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Dess
Karangtengah (Lembaran Desa Karangtengah No. 1 Tahun
2017);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun
2019 Nomor 1);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa
Karangtengah Tahun  2020-2028 yang  Merupakan
Perubahan atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Karangtengah Tahun 2020-2026 (Lembaran
Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Tahun 2025
(Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2024 Nomor 4);
Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Eencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Tahun 2025
(Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2024 Nomor 4);
Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2024
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangtengah
Tahun Anggaran 2025



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANOTENGAH

Dan

KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGARAN 2025

Pasal 1

PERUBAHAN

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rarangtengah Tahun
Angparan 2024 adalah sebagai berikut :
Pendapatan Desa

1

1]

2)

3

Pendapatan Asli Desa

a. Semula

b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah PADesa setelah perubahan
Transfer

a. Semula

b. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan

Lain-lain Pendapatan yvang sah

a. Semula

b. Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Lain-lain Pendapatan vang sah setelah

perubahan

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Belanja Desa

1)

2)

3)

4]

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Semula

b.  Bertambah/{Berkurang)

Jumlah setelah perubahan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula

b.  Bertambah/{Berkurang)

Jumlah setelah perubahan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Semula

b. Bertambah /(Berkurang]

Jumlah setelah perubahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula

d. Bertambah /(Berkurang)

Jumiah setelah perubahan

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula

b. Bertambah /(Berkurang)

253.000.000
0

253.000.000

1.330.261.261

0

1.330.261.261

1.583.261.26

0
0
0
1

766.783.422
(16.099.245)

750.684.177

525.582.000
62,872.000

588.454.000

132.648.298
(26.865.000)

105.783.298

239,552 000
(89.912.755)

149.679.245

T7.726.545
5.000

ANGGARAN
KARANGTENGAH TAHUN



Jumlah setelah perubahan T71.731.545

Jumlah Belanja setelah perubahan 1.672.332.265
Surplus/Defisit setelah perubahan (89.071.004,00|

3 Pembiayaan Desa
1} Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 2509.071.004

b. Bertambah/|Berkurang) 0

Jumlah Penerimaan setelah perubahan 259.071.004
2] Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula 100.000.000

b. Bertambah/(Berkurang) 170.000.000

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 70.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan 0

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah
perubahan

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercanium dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan vang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnva,
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional

pelaksanaan APB Desa,

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mende=sak.

(2) Pendanaan  kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak vang belum tersedia anggarannya,
vang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi secara berulang,

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;




d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskals lokal desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Repala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memenntahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Karangtengah.

Ditetapkan di . Karangtengah
Pada tanggal : 15 September 2025

‘Kepala Dr;ma_l Karangtengah,

a1
L
|
&

'A'SYUKRILLAH ADHIM

Diundangkan di : Karangtengah
Pada tanggal : 15 September 2025
Sekretaris Desa Karangtengah

MUSTAFID
LEMBARAN DESA KARANGTENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025




BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada han ini S3enin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Karangtengah Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang berianda tangan di bawah ini Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)] Desa Karangtengah beserta Pemerintah Desa
Karangtengah beserta Lembaga Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu,
telah membahas dan menyutujui Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4
tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
Karangtengah Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan musyawarah han ini, diperoleh hasil bahwa Jumlah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2024 adalah
Rp 1.672.332.265 [satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus
tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdin dari:

I  Pendapatan Desa
1) Pendapatan Ash Desa

a, Semula 253.000.000
b. Bertambah /(Berkurang) 0
Jumlah PADesa setelah perubahan 253.000.000

2) Transfer
a. Semula 1.330.261.261
b. Bertambah/(Berkurang) 0
Jumlah pendapatan transfer setelah 1.330.261.261
perubahan

3) Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula 0
b.  Bertambah/{Berkurang) 0
Jumlah Lain-lain Pendapatan vang sah setelah 0
perubahan

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 1.583.261.261

2 Belanja Desa
1) Bidang Penyelenggaraan Pemenntahan Desa

a. Semula Thb, 783 422

b. Bertambah /{Berkurang] (16.099.245)

Jumlah setelah perubahan T50.684 177
21 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula 925.582.000

b. Bertambah /(Berkurang] 62.872.000

Jumlah setelah perubahan 588.454 000

3} Bidang Pembinaan Kemasvarakatan Desa




Jumilah setelah perubahan
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Semula
b. Bertambah /(Berkurang)
Jumlah setelah perubahan
4] Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
c. Semula
d. Bertambah/{Berkurang)
Jumlah setelah perubahan
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
a, Semula
b. Bertambah/{Berkurang)

Jumlah setelah perubahan

3|

Jumlah Belanja setelah perubahan
aurplus/ Defisit setelah perubahan

3 Pembiayaan Desa
1) Penermmaan Pembiayaan
a. Semula
b. Bertambah /{Berkurang)
Jumlah Penernimaan setelah perubahan
2] Pengeluaran Pembiavaan
a. 3Semula
b. Bertambah /{Berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Selisih pembiavaan setelah perubahan

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah
perubahan

Demikian Berita Acara ini dibual dengan sebenar- benarnya

dipergunakan sebagaimana mestinya.

588.454.000

132.648.298
(26.865.000)

105.783.298

239.592.000
(89.912.755)

149.679.245

T7.726.5345
5.000

77,731,545

1.672.332.265
(89.071.004,00)

259.071.004
0

259.071.004

100.000.000
170.000.000

T0.000.000

0

untuk
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Momes @ &

Tabun @ 2025
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJIA DESA
FEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
TAHLUN ANGGARAM 2025
Jenis APB0es :  Perubabhan AFBDes
KODE REK LIRALAN DARSERKAN (1F) BERTAMBAH | e
SEMULA MENJADI ( BERKLIRANG )
1 1 1 1 ] 8
4, PFEMDAPAT AL
&1, Pendapatan Aali Desa 253.000.000,00 263,000 000,00 L
§32 Pendapatnn Trarelet 1,330.281.261,00 1.330.281 281,00 0.00
4.3, Pandapstan Lain4ain 3,50 0,00 0.00
JUMLAH PENDAPATAR 1.583.261.261 00 1.883 261.261 00 0,00
B BELAM.IA
B9, Balanjs Pegewl BB BET.040,00 S48, 857 040,00 000
83 Belenjp Barang dan Jass E82.017.744 00 409,475 088,00 {B2.580,795 00)
53 Belanjn Mednl §53.510,935,00 545,166 681,00 {7 444 245 00}
5.4 Belanjn Tidak Tarugn 77,726,545 00 77,731,544 00 5.000.00
JUSLAH BELANJA 1.T42.338.205,00 1.872.333,265 00 (T0.000,000,00)
SURPLUS | (DEFISIT) (10T 1. 00,00} {907 1004 00 70,000.000.00
8. PEMBIAYAAN
&1, Penarimasn Famblayasn 259.071.004,00 255.071.004,00 0,00
g1.1. SILFA Tahun Sebelummya 259,071 004 00 288,071.004 00 0,00
8.4, Fangeluaran Pombinyaan 100.000.004,00 178,000,00:0,0:0 70,000,000 60
833 Panysrinen Modal Desa 190.000.003, 03 170, 0:00 400, 30 70,000,000 00
PEMBIAYAAN HETTO 150.071.004,00 88.074.004,00 {70.800,000,00)
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KODE REK URAIAN ANGOARAN (RF) BERTAMBAH / ETERANGAN
SEMULA MEMNJADI | BERKLIRANG )
1 2 3 N 3 &
SI5A LEBIH | (KURANG) PEMBIAYAAN ANGEARMN 0,00 ooe 00

L
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Mamaor 4

Talwun 2025
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
TAHUKN ANGGEARAN 2025
Jenis APBDes i Perubahan APBDes
KR REE —_—" SEMULA —_— e mﬂumm l::—:nl.;:l:p BUMBERDANA
1 2 3 4 E [ T
1. PENDAPATAN
&1, Pendapatan Asli Desa 253,000.000,00 283.000.900,00 8,00
412, Haall At Desn 263.000.000 00 253.000.000,00 3,00
42 Pendapatan Tranaler 1.330.261.261,00 1,330.261.26 1,00 0,00
421 Dana Desn B45 527.000,00 B45.927 000,00 0,00
422 Bagi Hosd Fajek gan St 163,859,261 00 162,858 261,00 3,04
423 Alokasl Dang Dess I20.475.000,00 320,475,000,00 2,00
(% § Pendapatan Lain-dain 0,00 0,00 8,00
438 Bunga Bank 0,00 f,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAR 1.583.261.261,00 4.583.261.261,00 0,80
B BELAMNJA
1 BiDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESH [66,783.422.00 150684, 177,00 116.999.245.00)
1.1 ;:rluwmn Belanja Siktap, Tunjangan dan Operasianal Pemerintshsn EE5.837 485 00 BER 30T 486 00 LJ70.000,00
1101 Penyediasn Penghasiten Tetap dan Tunjengen Kepals Desa &3, 130, 000,00 EX130.000,00 0,80
1401 | 51, Bedanjs Pegaeai 53.130.000,00 83,130.000.00 0,00
1.4.02 Ponyediaan Panghasitan Tetep dan Tunjfengan Perangisl Desa 25T IRL.9T, 00 257.382.072,00 i, 91
1102 | 51 Bedans Fegewal 257 362.972,00 257 38297200 0,60
1.1.03 Penyediaan Jarminan Sosial bagl Kepala Dess den Perangiat Desa 17,473,088, 00 .97 3.068,00 0,06
1103 | 8.4 Balurjs Fegawal 17472068 00 17,473,068 00 0.0f
Hadaman 1
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ANGGARAN (R
KODE REK URAIAN — ﬂum ey | sumesroan
1 2 3 i [ 3 T
1904 Perypediaan Dperasional Pemerintah Dess [ATK, Haner PRPHD dan PPRD 74,77 445,00 TH 371, 448,00 o, 0
1004 | 52 Belanm Barang dan Jasa FA.311.446,00 T4,311.448,00 .00
1.1.06 Fanyediaan Tunjangan BPD 43, 200,000,008 43, 200, 000, 00 0,0
1.0.08 | 5.1, Betanjn Pegavni 43, 200.00:0.00 43, 200,000,00 0.on
1.1.08 Panyediaan Oparasional BPD frapat, ATH, Makan Miriem, Pakaian Seragam 4. 530.000,00 4,820,000, 00 g, g
1.1,06 | 6.1 Balanja Pegaven| 1,67 1.000.00 1.471.000,00 040
1.1.08 | 52 Balania Baranyg dan Joza 3.556.000 00 3, 558.000,00 060
1407 Pertyediaan insenti Operasional ATRW 1.2 00N D00, 00 16, 800,000, 00 2.900.000,00
1307 | B2 Balarm Barung dun Jess 12.900.000 00 16.800.200.00 3.800,000,00
1.1.08 Penywiisan Operasicnal Pemerfniah Desa yang bersurmber dan Daena Desa 25.910.000,08 24, 230,000,80 {1-830.000, B0
1.9.08 | 52, Bielarijs Barsng dan Jesa 28910, 000,00 24 _380.000,00 {1,520 G0, 0}
1489 Penysdisan Tambahan Tisgjangan bagl Kepals Desa (Hesil Perigelofaan Tan FE 000, 000,00 TH.000.000, 00 a0
1981 | 6.1, Balanjn Pegnani 75,000,000 00 T5.000.009,00 o 46
1482 Penysdizan Tambahan Tivganpan bagi Poranpghat Desa (Hiall Pongelolaan 102,000, 000,00 102,000,000, 60 8,00
1.1.82 || 5.1, Belanfa Pegess 102.000,000,00 1102 00 000, 60 000
i2 Panysdiaan Sarana Prasarana Pernerintahan Deis BT 12100 LER7.A21.09 3.000,000,00
1281 Penyedizan Sarana {lsef Tetap) PerkarroranPamerintaban 6,897 127,00 BB9T. 101,00 3. 060,000, 60
1201 | 53. Bekahpn Wodasl EAET. 131,00 BLEET. 12 .00 1,000, 00 00
13 Pengelolaan Administrasi Kependidukan, Pencatatan Sipll, Statistik dan 18,483.000.00 18.493.900.00 000
Kaaraipan
1.3.02 Pepyusunan, Pendaisan, dan Permuriskhivan Profil Desa *°) 15.883, 000,00 18050004, 00 LR
1a0 | 82 Belania Barang dan Jesa 18.8:23.000,00 1&,883.000,00 oo
14 mmmmrm-mm.hmhu-w dan 29,730 000,00 20,830 B, 0 A.200,000,00
poran
140 Penyelenggaraan Wusyawarsh Perenicansan DesaPembahssan APBDes (R 4.100.000,00 o, 100000, 1 0,80
14M | 52 Balanja Barsng dan Joss 4,100,000 00 &, 100,000.00 o.00
1403 Panyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDesaREPOesa ol 18, 575 000, 00 18, 5T5 000,00 oe0
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HODE REK LIRAIAN SRR b i Eﬁﬂ“mm [:?;I:IT.I“H:‘::I SUMBERDANSA
1 2 3 i § E T
1401 | 5.2, Belanja Barang can Jasa 15.676.000.00 16.575.000 00 .00
1.4.08 Panpursunan Dokpmen Kepangan Desa (APBDes, APHDes Perubatian, LPJS S40.000,00 R4, 000,00 0,00
1404 | 52 Belanja Berang dan Jasa 540,000 00 540,000 00 .00
1.4.06 Panpursunan Kebijakar Desa (PerdesPerkades selain Perencansan®evang 1,200, 00, 00 TR 000
1408 | 52 Bskanjn Barang dan Jasa 1.800.000.00 1.800.000,00 0.00
1.4407 Panpusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan infortas! Kepada Masyar i 140 00, 08 2140, 000,00 o, 00
1407 | 52, Belisnjn Bamang dan Jasa 214000000 2_140.000,00 0,60
1408 Fengembangan Sistern ixforrnas! Desa &,08 1. 2. 00, 00 1. 20:0. 00, 0D
1.4.08 | 52, Bedanja Barang dan Jasa 0.00 1.200.000,00 1.200.00:0 00
1.4.84 Perigalslaan den Pendayagunasan Acef Desa weiuk PADes 2ATE000,00 2ATE 000,00 o, 0
paBd | 572 Belanis Barang dan Jasa 247500000 2.47T85.000,00 0,00
1.5 Sulb Bidang Pemanahan 46.336.81590 £2.656.870.00 (22549 245,00
1501 Sweriikas] Tanah Kas Deno 453265815080 23 E50. 570,00 {22660 M5.60)
1501 | 53, Balaria Wadal 45.325.815/00 22585 570,00 {23 669 _245,00
A BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA S25.603,000.00 586.464.000.00 62,872.000.00
14 Sub Bidang Pendidikan B.000 08000 £.000.000.06 1000000 00
2402 Bukungan Penyelenpgaraan PALD (APE, Sarans PALID dat) 5000, 000,00 i, (h0. 0100, 00 1.000.000,00
2402 | 5.2, Balania Baranp dan JeEs 5000200, 00 6.000.000,00 1200000 00
11 Bub Bidang Kesshatan E1.781,000.00 §1.781,000.00 L2
2202 Penpelanggaraan Posyandy (Makansn Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, inso A0, GE6, D00, 00 0. 568, 000,60 o0
2202 | 5.2, Balanja Barsng dan Jess 40,566.000,00 £0,566.000 04 1]
2,204 Penyelenggarnan Desa Siaga Mesehatan 21225000, 00 2.225.000.00 0,00
2204 | 52 Belsnja Barang dan Jasa Z1.325.000,00 21.325.000.00 o0
23 Sub Bidang Pakeraan Umiim dan Penataan Rusng 458,781 000,00 420.662.000.00 38.1288.900.09]
2.3.10 PermbangunanRehabili s Peninghaian/Pengsrasan Jalan Desa ™} 443.091.000,00 JHE.T6D. 000,00 (76, 720000, 00
2310 | 52 Belanja Barang dan Josa 7,050,000 00 75000000 ]
m FEMEIY 12 08:26 Halarman 3
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RN VAN SEMULA — mﬁuzmm I ﬁ::;ﬂl:lm.::* it
1 Fl 1 & 5 3 T
za40 | 5.2 Balanja Modal 438.041.000,00 159,312.000,00 [76.728.000,00)
2314 Famb amgunanRehabilitasiPeningkatan Prasarana Jalan Desa (Goreng, sef 15 700, 000,00 15, 700 roa, 00 F ]
2394 | 53, Belanin Meodal 15,700,000 90 §5.700.000,00 @, oo
2,240 PembamgunanRehsbilifasl Penimgkatan MonumenGapiraBalas Desa *] o008 18,600, 000,00 38.800.000,00
2320 | 53. Ealania Medal .00 3H.B00.000.00 18.600.000,00
14 Sub Bidang Kawasan Femukiman .50 106.090,000,00 100.900.000.00
a1 PambamrgunanRehabiitasiPeningkatan Sumber Air Bersih Wik Desa **) 0,00 100,000, bod, oo 0. 0, 064, 50
2411 | 5. Belnnjn Modal 0.6 {30.000,000,00 180,000,000, 50
& BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 132.648.298.00 105.783,258.00 126.066.000.00)
1.2 Bub Bidang Kebudayaan dan Keagamasn E.830.000.50 7 585,000,800 18.635.000 .00
3,201 Panyalsnggarasn Festival Kesenian, Adatebodaymen, det Keagamesn (Ml &.$30.000,00 27,865 000,00 18_825.000,00
JE0y | 52 Belanjn Bamng dan Jasa B,530.000,00 27.585.000 00 18,635,000 B0
3.3 Sub Bidang Kepemudaan don Olehrags 112.528.798.0¢ §7.228.798,00 [45.500.060.00)
3308 Parntangunan RehabilitasiPeninghatan Garasna den Prasavana Kepermindan 12, THE. TON, 00 E7.286. 708,00 {45, 504 000, 00)
5308 | 52 Balsnia Barang dan lsss 102, 7B, 798,00 &7.206.798.00 (45 5D, 00000
3.3.08 Farmivnoan Marang Tarunafiub Kepemudsan/Ofabraga Tinghat Desa Tl Q5. 000,00 10,050 2o, 09 0,00
3306 | 5.2 Bedania Barang dan Jass 10.050,040,00 10.050.000.00 0,00
34 Bub Bideng Kelembagasn Masyarakat 10,881.500.9¢0 10.8A1.500.00 o.00
1402 Pembinaan LWL PMTPMD 1.635.200, 00 1.625 200, 00 it a0
3402 | 52 Betarsa Barang dan Josa 1.625,000,00 1,825.000,00 .00
3403 FPembinaan PKK B, 258, 500,00 0. 256, 506,00 i1, 06
1403 | 52 Balanm Barang dan Josa §.258 500,00 §.256.500,00 4,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAWAT 229.892.000.00 149.679.246.00 {89.912,755.00)
a2 Sub Bidang Peranian dan Peternakan 201,497 000,00 121650 090,00 (72,547 090,00
4.200 Fenguatan Ketahanan Pangan Tinghat Desa (Lumbung Desa ol 122.150.000,00 52 150,000, 00 {26.060.000, 00)
§z20 | 52 Belanja Barang dan Jasa 122.150.000,04 92,9500000 00 {340,000 000,00)
Halarman 4




IR o

KADE REE LIFAIAN SR mHIIEHJAI:ﬂ ':;::;:::I: SUMBERDANSK
1 F | i § B ¥
4.2.04 Perrelitiarasn alurav irgasi TersisrSederhana TEMT. 000,00 FRTOD000,00 (49.647.000,00)
43,04 | 52 Belanjn Barang dan Jasa 28.700,000,00 29, TO0.000,00 0,00
&.7.04 | 53 Balanfa hadal 48.647.000,00 0.00 {40.547,000,0:)
4.4 Sub Bidang Pemberdaysan Perempusn, Perfindungan Anak dan Keluargo BAT.0e0 00 11.§70.000.00 {11,300,000,00)
4.4.01 Palatihan dan Penpuiuhar Pemberdayash Peramsiian 23, 170200, 00 1170 00000 1.3 0. 0, ()
a4.01 | 52 Belanja Barang dan Jasa 23.170.000,0a 19.870.000,00 {11.200,000,00
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMEM) 14,525.000.00 15958245 00 L.834.246.00
4.5,01 Patatihen Manafemen KoperaslSLUD LMW 14, 025,000,840 15588, 245,00 1.004. 245,00
4507 | 52 Belanjs Barang dan Jaza 14,925 000,00 15,850 245 00 1.084.245 00
B, M i 7,736 546,00 L1.T31.5645.00 509000
(R Sul: Bldong Penonggulangon Bencana B.T3% B4E.00 ETI1E45.00 FALO T
£.1.00 Kegistan Penanggulangan Bencana 8. 72654500 5.711.545,00 5.000.00
E100 | 54 Balan)s Tidak Terdugs 5728 545,00 5.731.54500 5.000.00
B3 Bub Bidang Meadaan Mendesak 12.000.000 00 [2.000.000 50 5]
§.3.00 Penanganan Mesdaan Mendosal 7.000, 008, 0 T 006 000,00 2.0
5300 | 5.4, Balnnjn Tidsk Terduge 72.000.000,60 ¥2.000,000 90 000
JUMLAH BELANIA 1, T42.332.205,00 1.672.392.265.00 {To.060.008,60)
BURFLUS / (DEFISIT) {15807 1 004,00) 158071 .004,00] 0,000,004 00
3. PEMBIAYAAN
&4, PFanerimaan Pemhiayaan 258,071.004,00 250,071,004, 00 0,00
B.1.1, SILPA Tahien Sabalummya R80T 004, 00 258,071,004 00 0,00
B3 Pangehisran Pembiayoan 100,000.000, 04 1T0.800.000 00 70,000,000 00
8322, Pearparinsn Motsl Desa 100, 000000 00 170.000.000,00 70,000, 600,00
PEMBEIAYALKN NETTO 155,07 1.004,0:0 B5.071.004 00 T0U000 000, 30
Habamman &




ANGGARAN (RF) BERTAMBAHI
SUMBERDANA
KODE REK URMAN SEMULA MENJADI | BERKURANG |
IR E 3 4 5 B T
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0.00

H.mmﬂ-l, 1§ Bepiember 2025
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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU

S, Sokarno-Hatta No. 39 Kaliwungu Tip. (1294) 3871191

wgbsite:_ http://kec. kaliwungu.kendalkab.qo.id
g-mail | kec kaliwungu@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.10.2.4 / * [ 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

3
v

DAN BELANJA DESA (APBDes |
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALIWUNGU

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Peraturan Bupati
Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kenangan
Desa, Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi dan
tindaklanjut evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDes kepada Camat;

bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa dituangkan dalam Keputusan Camat dan
disampaikan kepada Kepala Desa paling lamsa 20 (dua puliuh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & dan huruf b, perlu menetapkan Keputusarn
Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Karangiengah toentang Perubshan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Karangtengah Kecamatan Kaliwurgu
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
indonesia Nomer 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757 ;



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 4438} sebagaimang telah diubah beberapa kalj terakhir
dengan Undmtg—Undﬂng Nomer 12 Tahun 2008  tentang
Perubahan Kedug atas Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004
lentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomaor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesig Nomaor 4844 :

Undang-undang Nomar & Tahun 2014 lentang  Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noemor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembahan Negara, Republik Indonesia
Nomor S587)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahup 1950  tentang
Penetapan Mulaj Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomeor 12,
13, 14 dan 15 dar Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Propins: Jawa Timur / Tengah / Barat dag Daerah
[stimewa Yogyakarta ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976  tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1] Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);




11.

12,

13,

14,

15,

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 T
ahun 2019 L
FEHE'E]EI_HBJ] Keuangar Daerah (Lembaran Negara RE;nthbﬁiilIif
» Nomoy 42, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tah
un 2023
F:ngeIcrllaan Transfer ke Daerak (Lembaran Negara RI:'.']:]I:JPI?}?E

i;rﬁ‘f‘ﬂml'ﬂn P'reﬁf:;ﬁﬂ Numgl; a7 ;‘ahurn 2014 tentang Peraturan
: £-un Gmor 12 y
Pembentukan Peraturan %ﬂm-un%ﬂﬂiéegﬁﬁ
Negm-a‘ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
26 tahun 2021 tentang Perubahan giag Peraturan Presiden
Nomor g7 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan

Tahun 2018 Nomor I3} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dalarm Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 201 6
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomar 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Kevangan Desa [Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);




18,

19,

20.

21.

23,

24,

5.

28.

29,

Peraturan Menter Desa, Pembangunan Daerah Tertin
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desg {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjul
Operasional atag Folus Pengounaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomaor 1000):

Peraturan Menters Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dang Desa (Berita Negara Republik Indonresia
Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007
tentang  Sumber Pendapatan Desg (Lembaran Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dj Kabupaten Kendal
{Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 16 Seri

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2024
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2024 Nomor a);

Feraturan Bupati Kendai Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daersh Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor J8);




Menetaplkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

30.

33,

34,

33,

Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan HKabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahum 2023 Nomor T},

Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah
Bagi Kcpala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
{Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bag Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 27).

Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa { APBDes | Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kepala Desa Karangtengah bersama Badan Permusyawaratan
Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 [dua puluh)
hari ketja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Karangtengah Tahun Anggaran 2025 telah scsual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Kepala
Desa untuk menetapkan menjadi Peraturan Desa.



KELIMA : Peraturan Desa vang telah ditetapkan scbagaimana
dimaksud dalam diktum KEEMPAT disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

KEENAM : Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BALINAN : Keputusan ini disampaikan i

1. Bupati Kendal cg. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Kendal ;

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;

3. Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu ;

4. Arsip.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KALIWUNGU
NOMOR : 400.10.2.4/ 3 (2025
TANGGAL : ¢ Agushay 2628

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APB DESA|
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam pengajuan dokumen untuk kelengkapan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025, belum disertai dengan dral Rancangan Peraturan Desanya, hanya
melampirkan anggaran pendapatan dan belanjanya saja, mohon agar segera
dilengkapi untuk perbaikan dan kelengkapan dokumen;

Belum  disertakan  Berita Acara  Kesepakatan dengan  Badan

Permusyawaratan Desa terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Karangtengah tentang APBDes Tahun Anggaran 2025;

Pemakaian dasar hukum dalam klausul “Mengingat” pada Peraturan Desa
untuk disesuaikan dengan peraturan-perataran yang masih berlaku;

Pengetikan Peraturan Desa Karangtengah menggunakan model huruf
Bookman Old Style ukuran 12;

Menggunakan Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023}

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1000);

a. Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk BLT maksimal 15 %
cdari total Dana Desa yang diterima

b. Program Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Hdim

¢. Dukungan Program Ketahanan Pangan paling sedikit 20 % dari total
Dana Desa yang diterima

d. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan skala
desa termasuk Stunting

e. Dukungan untuk Operasional Pemerintah Desa maksimal 3 % dan total
Dana Desa yang diterima

f. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku
local



10.

11.

12.

1.

15,

2. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk percepatan implementasi
Desa Digital

mohon agar diperhatikan dan dipedomani point — peoint diatas dalam
penyusunan APBDes Karangtengah Tahun 2025, sedangkan dalam
Dukungan untuk Operasional Pemerintah Desa dapat diglobalkan dan

pengpunaannya disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa sesuai
peruntukanmnya.

Pada point ¢, agar dukungan Progra Ketahanan Pangan agar bisa
dimasukkan dalam Penyertaan Modal kepada Bumdes yvang terlebih dahulu
Bumdes membuat Proposal kepada desa yang diserta dengan Analisis
Kelayakan Usaha [ AKU | terhadap Program Ketahanan Pangan yang akan
dilaksanakan oleh Bumdes

Terhadap Proyeksi Anggaran Pendapatan agar lebih dicermati lagi dengan
benar dalam pengganggarannva, agar tidak terjadi kekurangan dalam
pendapatan yang nantinya juga berdampak pada pengurangan dalam
anggaran belanjanya, mohon untuk dikoreksi dan dikaji ulang Kembali;

Pada Belanja dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2025, namun belum ada dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025 , mohon untuk dikorcksi agar disesuaikan
dengan RKPDes melalui Perubahan RKP Desa nya dan dikaji ulang;

Pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar discsuaikan dengan waktu
yang tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yvang berlaku;

Pada Capaian Chatput/Keluaran dari setiap kegiatan yang masuk dalam
anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025 agar diperbaila sesuan
dengan hasil kegiatan yang akan dicapai, mohon untuk dikereksi dan dikaji
ulang;

Pada satuan untuk volume untuk kegiatan dan anggaran yang digunakan
agar disesuaikan, pemakaian satuan paket diperuntukkan pada kegatan
vang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia, mohon agar dikoreksi
dan dikaji ulang untuk perbaikannya;

Pada Kegiatan baik untuk penyuluhan, sosialisasi, ketahanan pangan
maupun infrastruktur yang masih dipaketkan agar dirinci sesuai dengan
kebutuhan kegiatan tersebut, mohon agar diperbaiki dan dikaji ulang sesuai
dengan kectentuan yang berlaku;

Dalam penganggaran belanja pada kegiatan dan infrastrukiur disesuaikan
dengan standarisasi harga yang telah ditetapkan, mohon agar dikoreksi
ulang terhadap anggaran belanja kegiatan dan infrastruktur yang melebihi
standarisasi harga yang telah ditetapkan;

Desa Karangtengah agar scgera melakukan koreksi dan perbaikan sesuai
dengan hasil evaluasi dan kemudian menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 serta




membuat Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

16, Evaluasi terhadap Aspek/Komponen yang diperiksa dari Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Karangtengah
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 adalah
schagail berikut :

Hesesnalan
No. Aspek / Komponen Alat Verifikasi Keterangan

diperiksa ¥a | Tidak

1. | Aspek Administrasi dan
Legalitas

a. Apakah semua v
dokumen evaluas telah
chterirmen dar e l

secara lengkap

b. Apakah Pengajuan | V Namun belum ada
Rancangan Perdes lamipiran
tentang Perubahan dokumen

I APBDes dilakukan tepat kelengkapannyva

|  wakiu

| c. Apakah BPD telah W
mensepakati Rancangan
Perdes tentang
Perubahan APBDes

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitaa :

Bahwa Desa Karangtengah telah mengajukan evaluasi rancangan Perubahan
APBDes, namun dalam menvampaikan Rancangan Peraturan Desa Karangtengah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
belum disertai dengan dokumen lain seperti draft Peraturan Desanya hanya
melurmnpirkan untuk Perobahan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya saja, mohon

agar segera dilenglapi

Kesesuaian
No | Aspek / Komponen diperiksa = Ya | Tidak | Alat Verifikasi | Keterangan

[ |

2. | Aspek Kebijjakan dan Struktur |

APBDesa

2.1 |Umum

a, Apakah Rancangan Perdes| V
tentang Perubahan APBDes
telah dimugun berdonorlion
EEKPDes berdasarkan Tahun
Berkenaan

b, Apakah Pos Pendapatan | WV
telah BEALLAI dengan
Peraturan Perundang-
undangan . )




[——;———————————*——-———1——————r————
2.2 | Pendapatan ]
a. Apakah estimas; Pendapatan | v |
rastonal dan realistig

b. Apakah estimasi Pendapatan | v | PAD

Desa yang mber dar Kar
PAD rasiongl dan realistis, berazal dari
serta didapatkan secarm Tanah Kas Desa
legal dan telah diatur dalam dan Hasil
Peraturan Dega Usaha

| BUMDesa

¢ Apakah estimasi Pendapatan | B

yang bersumber dar

Dana Transfer rasienal dan
realistis

a. Apalkah Penempatan  pos|
Belanja telah sesuai dengan
Peraturan Perundang.

undangan

b. Semua Kegiatan Belama | v
Desa telah  sesuai dengan
Kewenangan Desa

c. Apalkah ada Vv
Program (Kegiatan ang
dilakukan lebih dar | [matu)
tahun angparan

d. Apakah Belanja Desa yang | V
ditetapkan dalam APBDesa
paling banyak S0
dipergunakan :

1. Siltap dan tunjangan
Kades dan Perangkat

Diggg

2. Operasional Pemerintah
Desa

3. Tunjangan dan

Operasional RPD
4. Intensil rukun telanggn
dan rukun WaTrga

e. Siltap, Tunjangan dan | V
Operaional untuk Kepala
Deza dan Perangkat Desy
sesuai dengan yang
ditetapkan Peraturan
Bupati/ Walikota (.

| -




. Besaran Tunjangan dan| V
Operasional untuk Anggota
BPD serta intensif RT/RW
dianggarkan sesual yang
ditetapkan dalam peraturan
Bupati / Walikota

g. Alokasi belanja dengan| V
output yang dihasilkan logis
karena telah
memperhitungkan tingkat
kemahalan dan geografis
(standar harga)

2.4 | Pembiayaan

a. Apakah penempatan poa| V
pembiayaan telah =sesuai

dengan peraturan
il perundang-undangan =
b. Apakah ada pos v

pengeluaran  pembiayaan
untuk pembentukan Dana

Cadangan —— e
c. Apakah Pembentukan v

Dana Cadangan  telah

ditetapkan dengan

Peraturan Desa =
d. Apakah ada poa| V

pengeluaran  pembiayaan
untuk penyertaan modal

&. Apakah penyertaan modal | V Belum
BUMDes telah Besai disertakan
dengan peraturan Ferdes
perundang-undangan dan Penyertaan
ditetapkan melalui I Modal

Peraturan Dieza dan
memenuhi nilai

il

Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes :
J Rancangan Perdes Karangtengah tentang Perubshan APBDes Tahun Anggaran 2023
yang telah disampaikan sudah memenuhi aspek kebijakan sesuai dengan peraturan |
perundang - undangan yang berlaku, namun dalam rincian belanja yang
disampaikan masih ada yang nilainva dipaketkan dan ada yang belum sesuai dengan
standansasi harga

2, [BUPATI KENDAL,
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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU

Ji. Sokarmo-Hatta No. 39 Kaliwungu Tip. (G294) 3871151

Website : hitp://kec.kaliwungu.kendalkab.go.id.
e-mail | kec kaliwungu@kendalkab.go.id

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDES KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERUBAHAN APB Desa
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua nbu dua
puluh lima bertempat di Ruang PKK Kecamatan Kaliwungua telah dilakukan Evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan den Belanja Desa Tahun Anggaran
2025.

Adapun hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangtengah
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaren 2025 adaleh sebagaimansa beriampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar digunakan oleh
Desa sebagai bahan perbaikan dalam penyempurnaan penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Kaliwungu, 229 Jul 2025

TIM EVALUASI RANCANGAN PERDES KARA TENTANG PERUBAHAN APB Desa TAHUN 2025

PRATIKTC JOKO WLIAY ANTO. SH
M. IQBAL, SE

AGUS DW1 HARJANTCO, 5K
GUMDARL 5. 8as, M.AP

ARI PRISTIWANTORO, 5.0F
MASITA ZAALIFA A Md

ALl MURLIEMN



Kecamatan Kaliwungy Kabupaten Kenda] tentang Perubahan Apg Desa Tahun

No. | Aspek / Kemponen diperiksa

L. | Aspek Administras dan Legalitas |

‘& Apakah  semua ~ dokumen | V o ==

evaluasi telah diterima  dari

——{Desa secara lengkap -

b. Apakah Pengajuan Rancangan Namun belum ada’
Perdes  tentang Perbahan lampiran

| APBDes  dilalnikan tepat J dalnrmen

—{ wakty T R kelengkapannya

¢. Apakah BPD telah V. B et

mensepakati Hancangﬂn

| Perdes tentang APBDes B —

Kesimpulan Penilajan Aspek Administrasi dan Legalitas :

Bahwa Desg Rarangtengah telah mengajukan  evalyasi rancangan  Perdes tentang
Perubahan APBDes, namun dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
Karangtengah lentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 belum diserta; dengan dokumen lain seperti draft  Peraturan Desanya Imn}-:nl
melampirkan untyl Perubahan Angparan Pendapatan dan Belanjanva sdaja, mohon agar
segera dilengkapi |

|
M e ' Kesesuaian | |
No Aspek [ Homponen diperiksa ¥a | Tidak Alat Verifikasi Keterangan
2. Aspek  Kcbijakan dan Straktur | | . |
APBNesg
T | g _ i‘
8. Apakah Rancangan Perdes temtang |V
Perubahan APBDes telah disusun
| berdasarkan RKPDes berdasarkan |

i . Tahun Berkenaan |




]

% Apakah  estimag

TJ_HPEIJEEJ!'.I e

c. Apakah estimag

?elanja
8. Apakah pey

rasional dan realistis

—

Elti;n:si_Fe?
vang bersumber dari pap rasional

secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Pendapatan
Yang bersumber dan Dana

Transfer rasional dan realistis L

Pendapatan

dapatan Desg |

Desa |

© Apakah ada

b. Bemua Kegiatan Belanja Desa telah

sesual dengan Kewenangan Desg

program/kegiatan
vang dilakukan lebih dari 1 {satu)
tahun anggaran

d, ﬂpakﬂh

Belanja  Desa yang

dalam APEDess paling

banvak 30%, dipergunakan :

1. Siltap dan tunjangan Kades dan
Perangkat Desa

2. Operasional Pemerintah Desg

4. Tunjangan dan Operasional BPFD

4. lmtensif  rukun tetempps  dan
rukun warga

e, Siltap, Tunjangan dan Operaional

untuk Kepala Desa dan Perangkat
Desa seaLal dengan yang
ditetapkan Peraturan
Bupati/ Walikota

f. Besaran

Tunjangan
Operasional untuk Anggota BPD
serta. intensif RT/RW dianggarkan
sesual  vang  ditetapken  dalam

peraturan Bupati/Walikota |

damn |




| yang dihasillkan logis karena telah
memperhitunglkan tingkat
| kemahalan dgq Eeografiz (standa, ]

PEnempatan pos
Pembiayaan telgh sesual dengan
Ao turan perundang-undangan

b. Apakah gdg pos
Pembiayaan unmuk
. Dana Cadan

Pembentukan

untuk  penvertaan

pengeluara.n—|_

POS pengeluaran |

[ & Alokasi belanja dengan output |y

RStz RN SSY

v

e ﬁpTl-:&h Penyertaan moda] BUMDesg
BEELal peraturan

memenuhi aspek kebijakan sesuaq dengan peraturan perundang -

TIM EVALUASI RANCANGAN PERDES KARAN %H

1.

& Ly

N

PRATIKTO JOKO WLIAYANTO, 81
M. IQHAL, SE

AGUS DW] HARJANTO, 85
GUNDARI, 5.50s, M.AP

ARI PRISTIWANTORO, 5.[p
MASITA ZAALIFA A.Md
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